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WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR   5   TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  

NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan untuk mengakomodir usulan dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan  

Pemerintah Kota Bengkulu dalam melakukan pergeseran 

anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar 

program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja pada 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Bengkulu, sehingga Peraturan Walikota Bengkulu 

Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Bengkulu Nomor 71 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan              

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956              

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang   

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005              

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah                

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012              

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota             

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323);  
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang            

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan  

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754);  

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan 

Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500); 

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022  

tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Data Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 202 (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86); 
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24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga            

Berencana Nasional  Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442); 

25. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga             

Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler 

Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95); 

26. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor  02); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 71 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2022. 

 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu 

Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 

diubah sebagai berikiut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 2 
 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : 

1. Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah                                         

sejumlah  Rp.   227.757.900.407,00    

b. Pendapatan Transfer                                                  

sejumlah    Rp.   957.295.202.732,00 

 Jumlah Pendapatan         Rp.1.185.053.103.139,00 
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2. Belanja  

a. Belanja Operasi  

Sejumlah  Rp.  946.270.252.862,00 

1) Belanja Pegawai                                                

sejumlah  Rp.  584.699.650.122,00 

2) Belanja Barang dan                                                        

Jasa sejumlah   Rp.  331.532.985.583,00 

3) Belanja Bunga                                                       

sejumlah   Rp.      7.891.895.306,00 

4) Belanja Hibah                                                          

sejumlah  Rp.    20.379.186.000,00 

5) Belanja Bantuan                                             

Sosial Sejumlah Rp.      1.923.670.601,00 
  

b. Belanja Modal Sejumlah  Rp.  170.907.282.733,00 

1) Belanja Modal                                                  

Peralatan dan Mesin                                                       

sejumlah  Rp.     44.348.873.430,00 

2) Belanja Modal Gedung                                       

dan Bangunan                                                

sejumlah   Rp.     61.849.437.652,00 

3) Belanja Modal Jalan,                                        

Jaringan dan Irigasi                                                    

sejumlah   Rp.     48.155.586.580,00 

4) Belanja Modal Aset Tetap                                    

Lainnya sejumlah    Rp.     16.553.385.071,00 

c. Belanja Tidak Terduga                                           

Sejumlah Rp.       850.000.000,00 

d. Belanja Transfer                                           

sejumlah  Rp.           36.000.000,00 

Belanja Bagi Hasil                                       

sejumlah  Rp.           36.000.000,00 

Jumlah Belanja   Rp.1.118.063.535.595,00 

Surplus/(Defisit)    Rp.    66.989.567.544,00 
 

3. Pembiayaan      

a. Penerimaan Rp.      5.000.000.000,00 

b. Pengeluaran Rp.    82.735.323.944,00 

 Jumlah Pembiayaan                                                       

Netto Rp.   (77.735.323.944,00) 

 Sisa lebih pembiayaan                                                 

tahun berkenaan Rp.   (10.745.756.400.00) 
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2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

  

Pasa II 

Peratuan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya 

dalam Berita daerah. 

 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  11  April 2022        

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 

H. HELMI HASAN 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal   11  April 2022       

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

Cap/dto 
 

ARIF GUNADI 

Salinan sesuai dengan aslinya  

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 

  

   

 

NAYU ALDILA PUTRI, SH 
NIP. 197810102005022004 
 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR …5..…. 

 

 


